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TENTANG

PENJABARANPERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN

ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH
KOTASURAKARTATAHUNANGGARAN2011

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

WALIKOTASURAKARTA,

Menimbang: a. bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 10
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2012
tentang Pertanggungjawaban PelakMnaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun
Anggaran 2011, perlu ditetapkan Peraturan Walikota
sebegai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Surakarta Tahun Anggaran 2011;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
hurof a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Penjabaran Penanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun
Anggaran 20 I 1;

Mengingat I. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara
Republik lndonesia Tahun 1950 Nomor 45};

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 lenl/lng Pajak
Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 3312) sebagaimana lelah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun ,985
tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara RepUblik lndonesia Nomor 35691;

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 1997 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

3688) ...



,

3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 3988);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
lndoneisa Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RepUblik lndonesia
Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Negara Republik lndonesia Nomor4355);

tentang
Republik

Lembaran

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RepUblik lndonesia
Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional [Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 442 I);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesi!> Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah {Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009

Nomor...



Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5043);

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 201 I Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
5234);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor4028);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 200 I tentang
Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor4090);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negam. RepUblik lndonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan
Keuangan Pimpinan Dan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4712).

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
4502);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor4574);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentanG Dana
PerimbanGan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RepUblik
lndonesia Nomor4575);

20. Peraturan ...



20, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 5155);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara RepUblik lndonesia Tahun 2005 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor4577);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 lenIang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor4578);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor4585);

24, Peraruran Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tenl.ang
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor4593);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
4624);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor4738);

27. PeraruTan Pemerintah NomoT 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5165);

28. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2001
tentang Visi Dan Misi Kota Surakarta (Lembaran Daerah
Kota Surakarta Tahun 2001 Nomor24 Seri D Nomor20);

29. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2004
l.entang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan
Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lLembaran

Daerah ...



Menetapkan

,

Daerah Kota Surakarta Tahun 2004 Nomor 26)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2007
(Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2007 Nomor 5);

30. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 4);

31. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008
tentang Organisasi Dan Tata KeJja Perangkat Daerah Kota
Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008
Nomor 61;

32. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kota Surakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota
Surakarta Tahun 2010 Nomor 2);

33. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 7);

34. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2010
tentang Rencana Pembanguan Jangka Menengah Kota
Surakarta Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kota
Surakarta Tahun 2010 Nomor 12)

35. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2010
tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota
Surakarta Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota
Surakarta Tahun 2010 Nomor 14);

36. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2011
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2011 (Lembaran
Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 10).

37. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2001
tentang Visi dan Misi Kota Surakarta (Lembaran Daerah
Kota Surakarta Tahun 2001 Nomor 24 Seri D Nomo(20);

38. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2012
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun
Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun
2012 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

pgRATlJRAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN
pgRTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATANDAN BELANJADAERAHKOTASURAKARTA
TAHUNANGGARAN2011.

BAB1...



,

BABI
KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;
I. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah walikota dan perangkat daerah

sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
lndonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama
oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan
peraturan daerah.

BAB II
LAPORANREALISASIANGGARAN

Pa".] 2

Laporan Realisasi Anggaran tahun 201 I terdiri dari:

J. Pendapatan:
a. Pendapatan Ash Daerah
b. Dana Perimbangan
c. Lain-lain Pendapatan Yang

Sah
Jumlah Pendapatan

2. Belanja:
a. Belanja Tidak Langsung:

1). Belanja Pegawai
2). Belanja Bunga
3). Belanja Hibah
4). Belanja Bantuan Sosial
5). Belanja Bantuan

Keuangan
6). Belanja Tidak Terduga

Jumlah

b. Belanja Langsung:
J) Belanja Pegawai
2) Belanja Barang dan Jasa
3) Belanja Modal

Jumlah
Jumlah Belanja
Surplus

Rp
Rp

181.096.816.152,00
578.791.806.336,00

Rp 269.635.066.041,00
Rpl.029.523.688.529,00

Rp
Rp
Rp
Rp

582.126.262.859,00
1.864.595.060,00

77.688.165.120,00
5.891.910.500,00

Rp
Rp

690.515.840,00
244.195.000,00

Rp 668.505.644.379,00

Rp 34.426,626,374,00
Rp 151.270.535.022,00
Rp 128.443.148.963,00
Rp 314.140.310.359,00
Rp 982.645.954,738,00
Rp 46.877.733.791,00

3. Pembiayaan ...



,

3. Pembiayaan :
- Penerimaan : Rp 56,684.600.172,00
- Pengeluaran .'.~R~p_.7".~8~5~6':'0f,7~2".7H'18~,~O*O
Pembiayaan Neto Rp 48.828.527.454,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
tahun berkenaan Rp 95.706.261.245,00

Pasa13

(I) Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I
Peraturan Walikota ini.

(2) Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran dirinci lebih lanjut
dalam penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

(3)Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran li
Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1] dan
ayat (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.

BAB III

PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Disahkan di Surakarta
pada tanggal '~Juli 901:1

WALIKOTA SURAKARTA,."l*
~., v

L-\.-l-il '.F\ L. ~
J KOWIDODOf~~

•T
BUDI SUHARTO

B RITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 NOMOR \~.
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